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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah dalam melindungi dan
mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk. Kebijakan kartu identitas anak
merupakan kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk
memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara
nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan
publik, maka perlu dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak.
Kebijakan kartu identitas anak ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan kartu identitas
anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ogan llir.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Unit analisis yaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir. Data diperoleh dari data primer yaitu
wawancara kepada keys imformant dan data sekunder melalui dokumentasi atau peraturan yang
terkait dengan kebijakan kartu identitas anak. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan
van Horn. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa
kinerja implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Ogan Ilir belum tercapainya kinerja implementasi. Hal ini disebabkan
kurangnya sumber daya yang menunjang pelaksanaan kebijakan, baik sumber daya manusia
maupun sumber daya dana, serta kurangnya kejelasan cara komunikasi antar instansi terkait.
Dengan melihat hasil yang di dapat maka saran yang dapat penulis berikan untuk pelaksanaan
kebijakan yaitu dari sumber-sumber kebijakan perlu adanya penambahan jumlah sumber daya
manusia dalam hal ini pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu adanya
penambahan jumlah anggaran dari jumlah sebelumnya, serta perlu adanya komunikasi dan
koordinasi yang jelas antar instansi terkait agar terciptanya pola hubungan yang terarah.
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ABSTRACT

This research is backed by the government's desire to protect and enrich the community
and monitor the population. The policy of a child's identity card is a policy published as a form
of government obligation to provide the resident's identity to all its citizens that are nationally
applicable in order to encourage the improvement of data collection, protection, and public
services, it is necessary to do the identity of the residence, especially to the child. This child
identity card policy is stipulated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016 on
children's ID card. The purpose of this research is to know the factors that affect the
performance of the policy implementation of child identity card conducted by the population
service and civil registration of Ogan Ilir Regency. This research uses qualitative descriptive
methods. The analysis Unit is the Department of Population and Civil registration of Ogan Ilir
Regency. Data obtained from primary data are interviews to imformant keys and secondary
data through documentation or regulations related to the child's identity card policy. The study
used the theory of Van Meter and van Horn. Based on the results of analysis and research field
can be concluded that the performance of the policy implementation of children's identity card
in the population office and the Civil registration of Ogan Ilir Regency has not achieved
implementation performance. This is due to lack of resources that support the implementation
of policies, both human resources and fund resources, as well as the lack of clarity of
communication between related agencies. By looking at the results that can then the advice
that the author can give to the implementation of the policy is that the sources of policy need
to increase the number of human resources in this case the employees of the population and
civil registration services, need There is an increase in the budget amount of the previous
number, as well as the need for clear communication and coordination between the relevant
agencies in order to create a directional relationship pattern.

Keywords: Performance, Policy Implementation, Child Identity Card Policy
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, dapat dilihat
dari pertumbuhan penduduk setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk mengelola jumlah
penduduk yang besar tersebut Indonesia harus memiliki sistem kependudukan yang baik
dan pelayanan kepada masyarakat pun harus semakin ditingkatkan oleh pemerintah
melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah
dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut. Gagasan
menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan
meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi
kependudukan. Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem
administrasi kependudukan masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya
kaitan yang jelas satu dengan yang lainnya.

Beberapa peraturan perundangan-undangan menurut hirarki yang ada sudah
diterbitkan Pemerintah untuk mendata dan memantau penduduk seperti Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi
Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor
102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan
Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman



Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
(KIA).

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan
masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu
Identitas Anak (KIA) sebagai kartu identitas bagi anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2016, mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu
Identitas Anak (KIA). Dengan diterbitkannya akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan
terkhusus dalam hal ini adalah KI1A, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan
sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak.

Kebijakan Kartu Identitas Anak yang dibuat pemerintah, selanjutnya disebut sebagai
KIA merupakan kebijakan yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk
memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara
nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan
publik, maka perlu dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak.
Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan dalam
pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang
bisa diperoleh dari kepemilikan KIA, seperti tanda pengenal / bukti diri, persyaratan
pendaftaran sekolah, transaksi keuangan di perbankan, pelayanan kesehatan di
puskesmas/rumah sakit, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya
perdagangan anak, keperluan lain yang membutuhkan bukti diri.

Pemberlakuan kartu identitas terhadap anak pada Peraturan Negeri Dalam Negeri

Nomor 2 Pasal 2 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan



pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak
konstitusional warga negara. Kartu ldentitas Anak juga berfungsi layaknya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) bagi anak dibawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk
berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas
nama sendiri, namun untuk pemanfaatan KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini
KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja. KIA dibuat untuk anak usia 0-17
tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua
dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang
disediakan oleh adanya KIA tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 1 ayat (7) Tahun 2016
tentang kartu identitas anak bahwa kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu,
penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan
hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak
berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan
diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5
tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran
dan menunjukan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau
wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari,
tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan
menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu KK asli orang tua atau wali dan
KTP asli kedua orang tua atau wali. Ada persyaratan tambahan berupa pas foto anak
berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar. Peraturan tersebut 3 berlaku mulai 19 Januari

2016. Pembuatan KIA ini gratis. Namun, pemerintah telah mengalokasikan dana di



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebesar menyediakan anggaran 8,79
miliar rupiah.

Berikut daftar jumlah anak usia 0-17 tahun dan kepemilikan KIA di Kabupaten Ogan
ir.

Tabel 1 Laporan Anak Usia 0-16 Tahun dan Kepemilikan KIA Kabupaten Ogan
Ilir tanggal 01/01/2018 s.d 31/03/2019

No Kecamatan Jumlah Anak Usia 0-16 Tahun Kepemilikan
( Berdasarkan Jenis Kelamin) KIA
Laki — laki | Perempuan | Jumlah
1. | Muara Kuang 3227 2970 6197 18
2. | Tanjung Batu 7412 6908 14320 188
3. | Tanjung Raja 6527 6158 12685 306
4. | Indralaya 6018 5733 11751 1035
5. | Pemulutan 7389 6963 14352 59
6. | Rantau Alai 1616 1467 3083 23
7. | Indralaya Utara 5810 5593 11403 226
8. | Indralaya Selatan 3319 3064 6383 217
9. | Pemulutan Selatan 2509 2438 4947 127
10. | Pemulutan Barat 1967 1807 3774 17
11. | Rantau Panjang 2453 2353 4806 16
12. | Sungai Pinang 4036 3599 7635 21
13. | Kandis 1701 1521 3222 24
14. | Rambang Kuang 3646 3357 7003 23
15. | Lubuk Keliat 2870 2546 5416 13
16. | Payaraman 4531 4099 8630 23
JUMLAH 65031 60576 125607 2336

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Maret 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat 125.607 jumlah anak usia 0-16 Tahun hanya
2336 anak yang memiliki Kartu Identitas Anak. KIA dianggap penting mengingat hingga
kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte
kelahiran dan memiliki kartu pelajar bagi yang bersekolah. Namun, terdapat permasalahan
yang menarik jika dilihat dari tabel 1 bahwa dari 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir
hanya 1,8% dari jumlah penduduk usia 0-16 tahun. Hal tersebut tentu menjadi
permasalahan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai Kebijakan Kartu

Identitas Anak. Berdasarkan hasil observasi penulis terdapat kendala dalam pelaksanaan



kebijakan ini diantaranya banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kebijakan Kartu
Identitas Anak ini tidak terlalu penting dikarenakan tanpa mempunyai Kartu identitas
Anak, anak sudah mempunyai identitas sendiri di akta kelahiran maupun kartu keluarga,
selain itu juga dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mempunyai
jadwal tersendiri untuk mensosialisasikan kebijakan KIA ini di kalangan masyarakat.
Banyaknya kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa perlu
dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi
kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan

lir

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas
adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Implementasi kebijakan kartu

identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor-fakrtor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi kebijakan kartu

identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan

untuk digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat
menunjang perkembangan ilmu pengetahuan llmu Administrasi Negara dan sebagai
bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik
dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pihak-pihak
yang berwenang dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Implementasi

kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan llir.
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